BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Perjanjian jual-beli tiket bioskop apalagi kepada anak dibawah umur dan
belum dinyatakan dewasa oleh Undang-Undang yang berlaku tidak dapat
dikatakan sah secara hukum, karena pada dasarnya perjanjian ini tidak
memenuhi beberapa syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yang merupakan landasan hukum bagi
perjanjian jual-beli itu sendiri, syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak
terpenuhi ada dua disini, yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian dan asas
itikad baik, yang mana dalam syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian
mengatur bahwa seseorang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian
adalah seseorang yang telah mencapai umur dewasa sedangkan anak dibawah
umur tidak dapat dikatakan dewasa menurut Undang-Undang sehingga

perjanjian tersebut menjadi tidak sah karena ada unsur yang tidak terpenuhi.

Perjanjian jual-beli tiket bioskop kepada anak dibawah umur ini juga
melanggar suatu asas dalam perjanjian jual-beli, yaitu asas itikad baik. Asas
itikad baik menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan, dalam hal perjanjian jual-beli tiket bioskop ini,
tidak patut pihak bioskop menjual tiket kepada seseorang yang sebenarnya
belum diperkenankan secara umur untuk menyaksikan film tertentu yang
tiketnya dijual oleh pihak bioskop. Pihak bioskop juga mengabaikan kemauan
baik untuk tidak menjual tiket film dengan rating dewasa kepada penonton
yang umurnya tidak sesuai dengan film yang akan mereka beli tiketnya. Oleh
karena itu, jual-beli tiket bioskop tidak dapat dikatakan sah secara hukum dan
batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan
asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata.
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5.2.Saran

Saran penulis untuk fenomena ini adalah, seharusnya pemerintah melakukan
pengaturan secara spesifik tentang penjual tiket bioskop di Indonesia, karena pada
dasarnya sama sekali tidak ada aturan yang mengatur penjualan tiket bioskop
tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa semua golongan usia dapat dengan
mudah membeli tiket bioskop tanpa ada penyaringan berupa peraturan yang jelas
tentang penjualan tiket bioskop ini. Pihak pengusaha bioskop juga seharusnya
memiliki kesadaran social pada saat penjualan tiket, karena pada dasarnya pihak
bioskop mempunyai peranan besar untuk mencegah penjualan kepada pihak yang
tidak tepat dengan memberlakukan aturan penjualan tiket bioskop dengan jelas,
tidak melulu berorientasi hanya kepada keuntungan bisnis semata, kepentingan
social dan ketertiban dalam masyarakat penting untuk diperhatikan dan menjadi
prioritas bagi pengusaha bioskop dan pemerintah untuk mengotrol penjualan tiket
bioskop terutamanya kepada anak dibawah umur yang belum dinyatakan dewasa

oleh Undang-Undang.
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